
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 73 TAHUN 2021 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang 
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan 
penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan 
yang baru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 64 77); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
970); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto. 
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 
6. Asisten Sekretaris Dae rah adalah Asisten Sekretaris 

Daerah Kabupaten Mojokerto. 
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Mojokerto. 
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian di lingkup 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. 
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 
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12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan 

bertanggung jawab kepada Bu pati. 

Pasal 3 
( 1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a. Sekretariat Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahi: 
1) Bagian Pemerintahan membawahi Kelompok 

J abatan Fungsional; 
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 

Kelompok Jabatan Fungsional; 
3) Bagian Hukum membawahi Kelompok Jabatan 

Fungsional; 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

membawahi: 
1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; 
2) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 

Kelompok J abatan Fungsional; 
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 

Kelompok Jabatan Fungsional; 
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 

1) Bagian Umum membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

2) Bagian Organisasi membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
membawahi: 
a) Sub Bagian Protokol; 
b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4) Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 
(1) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah 

Pasal 5 
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b . pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 

Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan 

Daerah; 
d . pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 6 
( 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk 
penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan 
dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan 
Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di 

bidang pemerintahan dan hukum; 
b. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 
c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum 
dan kesejahteraan rakyat; 

d. penyelenggaraan pemantauan 
pelaksanaan kebijakan Daerah 
pemerintahan dan hukum; 

dan 
di 

evaluasi 
bidang 

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; 

f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; 
dan 

g. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Bagian Pemerintahan 

Pasal 7 
( 1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 
administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di 

bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, 
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan Daerah di bidang administrasi 
pemerintahan dan kerja sama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah; 

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi 
pemerintahan dan kerja sama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah; 
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d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi 
pemerintahan dan kerja sama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah; 

e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan 
administrasi di bidang administrasi pemerintahan 
dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan 
otonomi daerah; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

Paragraf 2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 8 
( 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 
Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental 
spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang bina mental spiritual, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 
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Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pasal 9 
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi: 
a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi; 

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang­
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi; 

d. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 
hukum serta dokumentasi dan informasi; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 10 
( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk 
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 
pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan 
sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; 

b. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan 
sumber daya alam, administrasi pembangunan serta 
pengadaan barang dan jasa; 

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di 
bidang pengadaan barang dan jasa; 

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan 
barang dan jasa; 

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya 
alam, dan administrasi pembangunan; 

f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; 
dan 

g. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 11 
(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan 
distribusi perekonomian, serta perencanaan, pengawasan 
ekonomi mikro dan sumber daya alam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan 
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, 
serta perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan 
sumber daya alam; 
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b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD 
dan BLUD, pengendalian dan distribusi 
perekonomian, serta perencanaan, pengawasan 
ekonomi mikro dan sumber daya alam; 

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, 
pengendalian dan distribusi perekonomian, serta 
perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan 
sumber daya alam; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan. 

Paragraf 2 
Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 12 
( 1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah 
dalam melaksanakan peny1apan pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
penyusunan program, pengendalian program serta 
evaluasi dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, 
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan; 

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan 
program, pengendalian program serta evaluasi dan 
pelaporan; 

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program, 
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
e. pelaksanaan tu gas-tu gas kedinasan lain yang 

diberikan oleh A sis ten Perekonomian dan 
Pembangunan. 
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Paragraf 3 
Bagian Pengadaan Barang dan J asa 

Pasal 13 
(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan 
dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 
serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan 
jasa; 

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik serta pembinaan dan advokasi 
pengadaan barang dan jasa; 

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan. 

Bagian Ketiga 
Asisten Administrasi Umum 

Pasal 14 
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan 
kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di 

bidang organisasi; 
b. penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, protokol 

dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan 
keuangan; 

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang organisasi; 

d. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasi pimpinan serta perencanaan dan 
keuangan; 

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi; 

f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan 
Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Bagian Umum 

Pasal 15 
(1) Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten 

Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di 
bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan 
rumah tangga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi: 
a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan 
rumah tangga; 

b. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, 
perlengkapan dan rumah tangga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
d. pelaksanaan tu gas-tu gas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 
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Paragraf 2 
Bagian Organisasi 

Pasal 16 
( 1) Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten 

Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
kelembagaan dan analisisjabatan, pelayanan publik dan 
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi: 
a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi 
birokrasi; 

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan 
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 
serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi 
birokrasi; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 

Paragraf 3 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 17 
( 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 

tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam 
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan 
dokumentasi. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi; 
b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang protokol 
komunikasi pimpinan dan dokumentasi; 

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, 
komunikasi pimpinan dan dokumentasi; 

d. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah 
Daerah; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 

Pasal 18 
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas: 
a. melakukan tata protokoler dalam rangka penyambutan 

tamu Pemerintah Daerah; 
b. menyusun bahan koordinasi dan/atau fasilitasi 

keprotokolan; 
c. menyusun bahan informasi acara dan jadwal kegiatan 

Bupati dan Wakil Bupati; 
d. menyusun dan melakukan pemberian informasi jadwal 

dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
e. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan 

W akil Bupati; 
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

Paragraf 4 
Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 19 
( 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

membantu Asisten Administrasi Umum untuk 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian bahan 
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, 
keuangan dan pelaporan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan pengoordinasian bahan kebijakan 

Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan 
pelaporan; 

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, 
keuangan dan pelaporan; 

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan 
pelaporan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 

BAB IV 
STAF AHLI BUPATI 

Pasal 20 
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf 

Ahli Bupati. 
(2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Bupati. 

(4) Staf Ahli Bupati terdiri dari: 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan 

Politik; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia; dan 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan 

Keuangan. 

Pasal 21 
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan 

Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang 
pemerintahan, hukum dan politik. 

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan 
Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di 

bidang pemerintahan, hukum dan politik; 



-17-

b. pemberian masukan dan/ atau saran kepada Bupati 
tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di 
bidang pemerintahan, hukum dan politik; 

c. pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan 
masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di 
bidang pemerintahan, hukum dan politik; 

d. pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang 
pemerintahan, hukum dan politik; dan 

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Bupati. 

Pasal 22 
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia mempunyai tugas memberikan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan sumber 
daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di 

bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 
b. pemberian masukan dan/ atau saran kepada Bupati 

tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

c. pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan 
masyarakat yang disampaikan kepada Bu pati di 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

d. pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang 
kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan 

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Bupati. 

Pasal 23 
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan 

Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang 
pembangunan, ekonomi dan keuangan. 

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan 
Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di 

bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; 
b. pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati 

tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di 
bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; 
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c. pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan 
masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di 
bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; 

d. pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang 
pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan 

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Bupati. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 24 
( 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan 
dan kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahilannya. 

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub 
koordinator. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 25 
( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris 

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, 
Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompokjabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi 
lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

(2) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli 
Bupati, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli 
Bupati, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan 
pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang. 
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BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAM JABATAN 

Pasal 26 
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli 
Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok 
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

BAB VIII 
JABATANPERANGKATDAERAH 

Pasal 27 
(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama atau jabatan eselon Ila. 
(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati 

merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 
jabatan eselon llb. 

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau 
jabatan eselon Illa. 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau 
jabatan eselon IVa. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang 
ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat 
yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 69 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2019 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 30 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal Jo e>esae:Me.-e.. "l--0~ 

BUPATI MOJOKERTO, 
' . -Q-v 

IKFINA FAHMAWATI 

Diundangkan di Mojokerto 

pad.a tanggal 3o O~""-~ ~'l....\ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 13 
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